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HAKIM, MUHAMMAD AHSANUL. 2026. URGENSI PERUBAHAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 

PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA. Program 

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. 

Pembimbing : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., 125 Halaman. 

RINGKASAN 

Sebagai negara hukum yang menganut paradigma welfare state, Indonesia memikul 

tanggung jawab konstitusional aktif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan 

sekadar penjaga ketertiban umum (nachtwakerstaat). Komitmen ini termaktub 

dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 serta dijabarkan dalam Pasal 28C Ayat 

(1) tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan Pasal 34 Ayat (3) terkait penyediaan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hukum tata negara kontemporer, 

pelayanan publik merupakan manifestasi nyata dari kewajiban negara untuk 

menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) Hak 

Asasi Manusia (HAM). Guna mereformasi birokrasi agar berorientasi pada pelayan 

masyarakat, disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang 

lebar akibat birokrasi yang rumit, minimnya transparansi, dan potensi pelanggaran 

HAM. Kondisi empiris ini diperkuat oleh data Ombudsman RI tahun 2024 yang 

mencatat lonjakan aduan masyarakat hingga 10.846 laporan (naik dari 8.452 

laporan pada tahun sebelumnya), dengan dominasi maladminstrasi berupa 

penundaan berlarut (33,86%), tidak memberikan pelayanan (30,31%), dan 

penyimpangan prosedur (20,61%). Selain itu, regulasi yang telah berusia lebih dari 

16 tahun ini tidak lagi kompatibel dengan dinamika zaman dan teknologi digital. 

Hal ini dipertegas oleh hasil inventarisasi masalah tim peneliti DPD yang 

menemukan 16 isu pelayanan publik di daerah, mulai dari keterbatasan SDM, tata 

kelola yang lambat, hingga rendahnya aksesibilitas bagi kelompok rentan. 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama: pertama, 

bagaimana urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik saat ini; kedua, bagaimana rekonstruksi pengaturan materi 

muatan hak, kewajiban, dan larangan pelayanan publik menurut perspektif HAM 

dalam sistem hukum Indonesia. Untuk menjawabnya, digunakan jenis penelitian 

hukum normatif bersifat preskriptif guna mengkaji kaidah, norma hukum positif, 

validitas, serta konsep dasar ilmu hukum. Pendekatan dilakukan secara 

multidimensi melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach). 

Bahan hukum primer dikumpulkan secara hierarkis-sistematis berdasarkan asas 

hukum seperti lex specialis derogat legi generali, yang kemudian ditunjang oleh 

bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang kredibel. Dan Landasan 
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teoretis penelitian ini dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu Teori Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) dan Teori Hak Asasi Manusia. 

Urgensi revisi UU Nomor 25 Tahun 2009 didorong oleh kebutuhan penguatan 

sistem pengawasan dan penurunan mutu pelayanan publik secara empiris. Secara 

multidisiplin, pelayanan publik harus ditinjau dari aspek ekonomi, politik, 

sosiokultural, dan hukum, di mana Indonesia memerlukan adaptasi model 

spesialisasi pengawasan seperti Commonwealth Ombudsman Australia untuk 

meningkatkan akuntabilitas.  

Urgensi ini kian mendesak mengingat data Ombudsman RI mencatat kemunduran 

performa yang signifikan pada tahun 2025 dengan lonjakan instansi di zona merah 

hingga delapan kali lipat di tingkat provinsi setelah sempat menunjukkan tren 

perbaikan pada periode 2022–2024. Kondisi darurat regulasi ini diperparah oleh 

temuan DPD RI mengenai 16 isu yang kerucutkan menjadi 8 klaster isu strategis 

dan 10 permasalahan normatif (cacat hukum) dalam batang tubuh undang-undang 

tersebut. Cacat normatif tersebut mencakup acuan usang pada UU Pemerintahan 

Daerah lama, ketidaksinkronan standar pelayanan, risiko bias sanksi, ketiadaan 

perlindungan data pribadi digital, hingga pengabaian hak masyarakat adat, 

disabilitas, serta peran pengawasan DPD RI. Sebagai arah ius constituendum 

(hukum yang dicita-citakan), reformasi undang-undang ini wajib memprioritaskan 

pelembagaan layanan elektronik, pengetatan akuntabilitas pengawasan terpadu, dan 

sinkronisasi sanksi tegas bagi aparatur yang melakukan maladministrasi. 

Pembentukan undang-undang di Indonesia secara formal wajib merujuk pada UU 

Nomor 12 Tahun 2011 (jo. UU Nomor 13 Tahun 2022) melalui lima tahapan 

konstitusional. Tahapan tersebut meliputi perencanaan (penyusunan Naskah 

Akademik dan Prolegnas), penyusunan draf serta harmonisasi, pembahasan antara 

DPR dan Pemerintah, pengesahan oleh Presiden, hingga pengundangan dalam 

Lembaran Negara RI. Secara teoretis, seluruh materi muatan yang dirumuskan 

dalam tahapan ini wajib mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, 

kesamaan kedudukan dalam hukum, serta keseimbangan. Namun, evaluasi terhadap 

berbagai regulasi terkait menunjukkan adanya kekosongan hukum yang serius 

dalam aspek perlindungan aktor pelaksana pelayanan publik. UU Nomor 25 Tahun 

2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012 dinilai kurang seimbang karena belum memuat 

ketentuan eksplisit yang menjamin hak-hak petugas. Demi mewujudkan 

profesionalisme dan perlindungan hukum bagi aparatur (termasuk ASN 

berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023), peneliti merekomendasikan penambahan 

materi muatan mengenai hak pelaksana ke dalam Bab IV UU Pelayanan Publik. 

Melalui pemberian jaminan hak pelaksana yang memadai, negara memosisikan diri 

secara seimbang sebagai duty bearer (pemegang kewajiban) yang melindungi right 

holder (warga negara), sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang 

prima, akuntabel, dan berintegritas. 
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Urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik didasarkan pada 8 klaster isu strategis daerah, lonjakan drastis zonasi merah 

Ombudsman pada tahun 2025, serta 10 kecacatan normatif yang tidak lagi sinkron 

dengan hukum nasional. Rekonstruksi regulasi ini sangat krusial untuk mengisi 

kekosongan hukum (rechtsvacuum) melalui penambahan materi muatan baru demi 

memberikan kepastian hukum, perlindungan profesional, dan keselamatan kerja 

bagi pelaksana pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI 

direkomendasikan untuk segera memasukkan revisi ini ke dalam prioritas legislatif, 

dengan fokus rekonstruksi substantif pada Bab IV (Hak, Kewajiban, dan Larangan) 

agar hak normatif serta perlindungan petugas dapat diakomodasi secara eksplisit 

dan berkekuatan hukum tetap. 
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HAKIM, MUHAMMAD AHSANUL. 2026. Urgensi Perubahan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia. Program Magister Hukum, 

Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. 

Lies Ariany, S.H., M.H., 125 Halaman. 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Pelayanan Publik. Hak Asasi Manusia, Rekonstruksi Hukum 

Penelitian ini mengkaji urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta 

rekonstruksi materi muatannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan  penelitian 

ini mengidentifikasi delapan klaster isu utama di daerah diantaranya e-government 

dan perlindungan kelompok rentan serta sepuluh permasalahan normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan tingginya angka maladministrasi dan penurunan kepatuhan 

pelayanan publik yang signifikan pada tahun 2025, menegaskan ketidaksesuaian 

regulasi saat ini dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum 

direkomendasikan dengan menambahkan materi muatan baru mengenai hak bagi 

pelaksana pelayanan publik, seperti perlindungan hukum dan jaminan keselamatan 

kerja, yang selama ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. Langkah ini krusial untuk menciptakan keseimbangan hak dan 

kewajiban antara negara sebagai duty bearer dan warga negara sebagai right holder, 

demi mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan profesional sejalan dengan 

amanat konstitusi.  
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Number 25 of 2009 on Public Services Based on Human Rights 

Principles. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, 

Lambung Mangkurat University. Advisior : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., 

125 Page. 

ABSTRACT 

Keywords: Public Service, Human Rights, Legal Reconstruction. 

This study looks into the urgency of amending Law Number 25 of 2009 on Public 

Services based on Human Rights (HAM) principles and reconstructing its content. 

Using a normative legal research method with legislative, conceptual, and 

comparative approaches, the study identifies eight main issue clusters in the 

regions, including e-government and protection of vulnerable groups, as well as 

ten normative problems. The results show a high rate of maladministration and a 

significant drop in public service compliance in 2025, confirming that current 

regulations are out of step with the times. Therefore, a legal reconstruction is 

recommended by adding new content regarding the rights of public service 

providers, such as legal protection and occupational safety guarantees, which so 

far have not been clearly regulated in Law Number 25 of 2009 on Public Services 

or Government Regulation Number 96 of 2012 on the Implementation of Law 

Number 25 of 2009 on Public Services. This step is crucial to create a balance of 

rights and obligations between the state as the duty bearer and citizens as the right 

holders, in order to achieve accountable and professional public services in line 

with the mandate of the constitution. 
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